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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui putusan hakim terhadap 

terdakwa Fidelis Arie dalam politik hukum kesehatan atas putusan 

pengadilan negeri sanggau No. 111/Pid.Sus/2017/PN.SAG Kalimantan 

Barat. Sebagaimana dalam UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang 

dalam peraturan pasal tersebut masalah mengenai kepemilikan batang ganja 

dan ancaman hukuman pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan dengan 

denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) 

bulan penjara. Terkait tentang narkotika jenis ganja, ganja merupakan jenis 

narkotika golongan 1, jenis narkotika yang hingga kini menuai kontroversi. 

Ganja dianggap sebagai tanaman yang mengandung zat adiktif dan dapat 

menimbulkan efek euphoria berlebihan. 

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian Dokumen Literer. 

Jenis penelitian Dokumen Literer merupakan proses sistematis dalam 

melakukan pengumpulan, pencarian, penyelidikan, pemakaian, dan 

penyediaan dokumen untuk mendapatkan keterangan. Karena fokus dalam 

penelitian ini adalah untuk menelaah norma-norma atau aturan yang berlaku 

dan pertimbangan putusan hakim dalam menjatuhkan pemidanaan terkait 

kepemilikan ganja, sehingga norma hukum adalah objek penelitian yang 

utama. 

Penulis berpendapat apa yang dilakukan Fidelis semata–mata 

dikarenakan rasa cinta Fidelis kepada sang istri untuk menyembuhkan 

istrinya. Ia tidak terbukti memperjual-belikannya maupun mengonsumsi 

untuk diri sendiri. Bahkan apa yang dilakukan oleh Fidelis dapat 

dikategorikan sebagai perbuatan yang didorong oleh karena adanya daya 

paksa karena adanya keadaan darurat sebagaimana diatur dalam Pasal 48 

KUHP yang berbunyi “Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh 

daya paksa, tidak dipidana”. Ia didorong oleh paksaan psikis dari luar yang 

sedemikian kuatnya, sehingga ia melakukan perbuatan yang sebenarnya tak 

ingin ia lakukan. Selain itu penulis berpendapat bahwa putusan hakim tidak 

sesuai dengan semangat cita-cita politik hukum kesehatan di Inonesia. Dalam 

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Pasal 25 ayat 1 menyatakan bahwa 

setiap orang berhak atas taraf hidup yang memadai untuk kesehatan atas 

pangan, pakaian, perumahan, dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial 

yang diperlukan. Dan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28 H ayat 1 dan ayat 2 yang berbunyi: (1) 

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan 

mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak 

memperoleh pelayanan kesehatan. (2) Setiap orang berhak mendapat 

kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan 
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manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Maka 

seharusnya tidak dipidana penjara, melainkan mendapatkan putusan lepas. 

 

 

 

Kata Kunci: Ganja, Medis, Politik, Hukum, Kesehatan, Tindak Pidana 

Narkotika. 
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MOTTO 

 

Tidak semua obat bisa menyembuhkan semua penyakit, 

Begitu juga tidak semua peraturan bisa menyelesaikan semua masalah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 
 

HALAMAN PERSEMBAHAN 

Skripsi ini saya persembahkan kepada: 

Orang tuaku, Ayahanda Tukka Tua Pardosi, Ibunda Rohani Siregar, 

Keluarga Besar Pardosi dan Keluarga Besar Siregar yang selalu 

membimbingku dengan penuh kesabaran, membiayaiku dengan 

penuh semangat, dan yang selalu memberikan harapan dengan 

do’anya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 
 

KATA PENGANTAR 

حِيمِ  حْمهِ الرَّ  بسِْمِ اللهِ الرَّ

مِهْ سَ  ََ رِ أوَْفسُِىبَ  َْ ذُ ببِللهِ مِهْ شُرُ ُْ وَعُ ََ وسَْتغَْفرُِيُ ،  ََ وسَْتعَِيْىًُُ  ََ أعَْمَبلىِبَ ، يِّئبَتِ إنَِّ الـحَمْدَ للهِ ، وـَحْمَدُيُ 

حْدَيُ  ََ ٍَدُ أنَْ لََ إلًََِ إلََِّ اللهُ  أشَْ ََ ٌَبدِيَ لًَُ ،  مَهْ يضُْللِْ فلَََ  ََ دِيِ اللهُ فلَََ مُضِلَّ لًَُ ،  ٍْ ََ لًَُ ، مَهْ يَ  لََ شَرِيْ

لًُُ  ُْ رَسُ ََ دًا عَبْدُيُ  ٍَدُ أنََّ مُـحَمَّ أشَْ ََ  

Alhamdulillahi Rabbil’alamiin penulis panjatkan puji syukur ke hadirat 

Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan inayah Nya 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Politik 

Hukum Kesehatan (Studi Atas Putusan Pengadilan Negeri Sanggau 

Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN Sag) Kalimantan Barat” dengan halangan-

halangan yang insya allah dapat dilewati. Shalawat beriring salam penulis 

hadiahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, semoga syafa’atnya dapat 

menolong kita semua di yaumul akhir nanti, Aamiin. 

 Penelitian skripsi merupakan penerapan ilmu yang telah mahasiswa 

dapatkan selama menjalani perkuliahan dengan minat yang berbeda pada 

setiap mahasiswanya. Dengan adanya penelitian skripsi ini, mahasiswa dapat 

mengimpletasikan teori-teori yang telah didapatkan pada saat perkuliahan 

sesuai dengan minat yang ditawarkan program studi Ilmu Hukum 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam kesempatan ini 

penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi MA., Ph.D. selaku Rektor 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

2. Bapak Dr. Agus Muhammad Najib, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas 

Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 

Yogyakarta. 



x 
 

3. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum. Selaku Ketua Program 

Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 

Yogyakarta. 

4. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris 

Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 

Yogyakarta. 

5. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum selaku Pembimbing dan Penguji 

dalam penyusunan skripsi yang dengan sabar dan ikhlas memberikan 

bimbingan, arahan dan motifasi. 

6. Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku penguji I terima kasih 

masukan dan sarannya. 

7. Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum. selaku penguji II terima kasih 

atas masukannya kepada penulis. 

8. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan 

Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang 

telah memberikan ilmu kepada penulis. 

9. Seluruh teman-teman Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan 2011, 

yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan 

dukungan dan semangat pada penulis. 

10. Kepada Seluruh Guru/Sahabat Kader Pergerakan Mahasiswa Islam 

Indonesia di Yogyakarta terimakasih atas dukungan baik moril serta 

materil. 

11. Abang-abang, Kakak-kakak dan Adik saya yang menjadi semangat 

dan inspirasi saya untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini. 

 

 

 



xi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xii 
 

DAFTAR ISI 

HALAMAN JUDUL ............................................................................. i 

ABSTRAK ............................................................................................. ii 

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ............................... iv 

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .................................................... v 

LEMBAR PENGESAHAN .................................................................. vi 

MOTTO ................................................................................................. vii 

HALAMAN PERSEMBAHAN ........................................................... viii 

KATA PENGANTAR ........................................................................... ix 

DAFTAR ISI.......................................................................................... xii 

BAB I PENDAHULUAN ...................................................................... 1 

A. Latar Belakang Masalah ................................................................. 1 

B. Rumusan Masalah ........................................................................... 6 

C. Tujuan dan Kegunaan ..................................................................... 6 

D. Telaah Pustaka ................................................................................ 7 

E. Kerangka Teori ............................................................................... 9 

1. Teori Pemidanaan ...................................................................... 9 

2. Narkotika dan Obat-obatan Terlarang ....................................... 10 

3. Politik Hukum Kesehatan .......................................................... 12 

F. Metode Penelitian ........................................................................... 14 

1. Jenis Penelitian .......................................................................... 14 

2. Sifat Penelitian .......................................................................... 15 

3. Pendekatan Penelitian ................................................................ 15 

4. Bahan Hukum Primer ................................................................ 15 

5. Bahan Hukum Sekunder ............................................................ 16 

G. Sistematika Pembahasan ................................................................ 16 



 

xiii 
 

BAB II TINJAUAN UMUM POLITIK HUKUM KESEHATAN, 

TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN GANJA ............................. 18 

A. Tinjauan Umum tentang Politik Hukum Kesehatan ....................... 18 

1. Pengertian Politik ...................................................................... 18 

2. Pengertian Hukum ..................................................................... 20 

3. Pengertian Politik Hukum ......................................................... 23 

4. Politik Hukum Kesehatan dan Regulasinya .............................. 36 

B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Narkotika ........................ 58 

1. Pengertian Narkotika ................................................................. 58 

2. Jenis-jenis Narkotika ................................................................. 59 

3. Tindak Pidana Narkotika ........................................................... 62 

C. Tinjauan Umum tentang Ganja ....................................................... 72 

1. Sejarah ganja dan pengertiannya ............................................... 72 

2. Ganja di Indonesia ..................................................................... 75 

3. Karakteristik dan Varietas Pohon Ganja ................................... 77 

BAB III TINJAUAN ATAS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI 

SANGGAU No. 111/Pid.Sus/2017/PN.Sag .......................................... 80 

A. Kasus Posisi Putusan Pengadilan Negeri Sanggau 

No.111/Pid.Sus/2017/PN. Sag ....................................................... 80 

1. Pihak yang berperkara ............................................................... 80 

2. Duduk Perkara ........................................................................... 80 

3. Dakwaan .................................................................................... 82 

4. Keterangan Saksi ....................................................................... 84 

5. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum ................................................ 87 

6. Pembelaan Penasihat Hukum .................................................... 88 

7. Membebankan biaya kepada Negara. ........................................ 89 



 

xiv 
 

B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pemidanaan terhadap 

Fidelis Arie Sudewarto terkait Kepemilikan Ganja dalam Putusan 

Pengadilan Negeri Sanggau No.111/Pid.Sus/2017/PN.Sag ........... 89 

Putusan Hakim ............................................................................... 89 

BAB IV ANALISA TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI    

SANGGAU NOMOR 111/PID.SUS/2017/PN. SAG KALIMANTAN 

BARAT................................................................................................... 95 

A. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Sanggau No. 

111/Pid.Sus/2017/PN. Sag Kalimantan Barat ................................ 95 

B. Kesesuaian Putusan Pengadilan Negeri Sanggau No 

111/Pid.Sus/2017/PN. SAG dalam Tujuan Politik Hukum Kesehatan di 

Indonesia ........................................................................................ 98 

BAB V PENUTUP................................................................................. 104 

A. Kesimpulan ..................................................................................... 104 

B. Saran ............................................................................................... 106 

DAFTAR PUSTAKA ............................................................................ 107 

LAMPIRAN........................................................................................... 113 

 

 

 

 

 

  



1 
 

BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Usaha negara Indonesia meningkatkan penegakan hukum untuk 

mencapai masyarakat Indonesia adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar Negara 1945 Republik Indonesia (UUD 1945 Negara 

RI).  Salah satu upaya negara mewujudkan masyarakat bekeadilan berbentuk 

pembangunan infrasturktur penegakan hukum yang kokoh. 

Perlindungan terhadap segenap masyarakat melalui penegakan 

hukum bersifat mutlak dalam  sebuah negara hukum Indonesia. Tidak berarti 

rasanya jika melindungi segenap bangsa dan tumpah darah, jika ternyata 

masih ada penderitaan ketimpangan hak masyarakat. Ketimpangan hak yang 

dialamai masyarakat mencerminkan ketidaksejahteraan seluruh rakyat 

Indonesia.
1
 

Dalam konteks negara hukum Indonesia, terjadinya ketimpangan hak 

masyarakat disebabkan proses penegakan hukum yang tidak berorentasi pada 

nilai keadilan. Publik berkelakar, hukum di Indonesia hanya mengadili orang 

miskin, sebab tajam ke bawah dan tumpul ke atas. 

Tidak heran jika dalam prosesnya, penegakan hukum di Indonesia 

seringkali menarik perhatian publik. Pasalnya proses penegaan hukum yang 

dilakukan oleh aparat ditengarai tidak berdasar pada nilai keadilan dan 

kemanusian. Seperti kasus adik saya Azmi Hafis Pardosi dipenjara 5 tahun 

hanya gara-gara memiliki 6.5 gram ganja kering untuk dikonsumsi sendiri.
2
 

                                                           
1
 Ridwan, Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Dalam Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi di Indonesia, Jurnal Jure Humano, Volume Nomor 1, 2009, hlm 74. 

2
 Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor: 58 /Pid.B/2014/PN-Mdl. 
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Pada prinsipnya penegakan hukum merupakan upaya menciptakan 

ketertiban dan keamanan masyarakat. Aparat penegak hukum negara 

bertugas mencegah, menindak dan mengadili setiap perbuatan masyarakat 

yang dinilai bertentangan dengan hukum. Artinya, negara memiliki 

tanggungjawab untuk menghidupkan hukum demi tercapainya rasa kedailan 

bagi masyarakat. 

Dengan demikian infrastruktur penegakan hukum menjadi pondasi 

terbentuknya sebuah keadilan bagi masyarakat. Utamanya lembaga hukum 

yang memiliki kewenangan mengadili masyarakat yang diduga melakukan 

perbuatan melawan hukum. Dengan demikian proses peradilan hukum  

pidana diharapkan dapat melahirkan rekoreksi terhadap nilai keadilan yang 

sesuai dengan perkembangan zaman.
3
 

Dewasa ini negara sangat gencar melakukan penegakan hukum 

berupa pemberantasan penyalahgunaan narkotika di Indoensia. Kebijakan 

hukum penyalahgunaan narkotika menjadi prioritas karena beberapa alasan. 

Pertama, kejahatan penyalahgunaan narkotika merupakan exstra ordinary 

creme karena bersifat terstruktur dan bersifat transnasional (transnasional 

criminality). Peredaran kejahatan penyalahgunaan narkotika melampui batas-

batas negara (bordeles country). Dalam perkembangannya, kejahatan 

penyalahgunaan narkotika menggunakan peralatan canggih dan modus 

operandi yang sangat beragam.  

Kejahatan ini didukung dengan jaringan memiliki manajemen rapi, 

organisasi lintas negara. Sehingga menyulitkan aparat penegak hukum untuk 

menindak dan memberantas. Tidak hanya itu kejahatan penyalahgunaan 

narkotika juga berdampak merusak generasi. Bersdasarkan pernyataan Badan 

                                                           
3
 Dahlan, Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalahguna 

Narkotika, Yogyakarta: Deepumeblish, 2017, hlm. 1-2. 
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Narkotika Nasiopnal Republik Indonesia (BNN RI) menyebutkan sekitar 50 

orang setiap hari meningggal karena penyahgunaan narkotika dan obat 

terlarang.
4
 

Jaringan narkotika Internasional menganggap negara  Indonesia 

sebagai pasar potensial atau point of market state peredaran narkotika. 

Letaknya yang strategis menjadikan Indonesia sebagai negara transit (transit 

state) dalam peredaran narkotika. Korbannya sebagian besar adalah kalangan 

pemuda yang dikelompokan menjadi kategori pelaku pengedar dan pelaku 

pemakai. 

Kompleksitas kejahatan penyalagunaan narkotaika terkadang 

menarik perhatian publik untuk berkomentar. Utamanya dalam proses 

penanganan dan penegakan hukum pidana penyalahgunaan narkotika oleh 

lembaga peradilan negara Indonesia. Beberapa kasus penegakan hukum 

penyalahgunaan narkotika menggiring  opini publik untuk mempertanyakan 

nilai keadilan di dalam prosesnya. 

Misalnya dalam kasus yang dialami oleh seorang  Pegawai Negeri 

Sipil yang bernama Fidelis Arie Sudarwoto menjadi tersangka gara-gara 

kepemilikan atau menanam 39 batang pohon ganja. Kasus ini berasal dari 

Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Kasus ini dikenal sebagai “kasus 

Fedelis” yang berhasil menarik simpati publik yang mempertanyakan rasa 

keadilan bagi Fedelis. 

Bagaimana tidak, Fidelis marupakan terpidana penyalahgunaan 

narkotika yang divonis 8 bulan dan denda 1 milyar rupiah, subsuider satu 

                                                           
4
 BNN Ingatkan 50 Orang Meninggal Setiap Hari karena Narkoba 

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150429202212-12-50148/bnn-ingatkan-50-

orang-meninggal-setiap-hari-karena-narkoba Diakses 23 Agustus 2019. 

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150429202212-12-50148/bnn-ingatkan-50-orang-meninggal-setiap-hari-karena-narkoba
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150429202212-12-50148/bnn-ingatkan-50-orang-meninggal-setiap-hari-karena-narkoba
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bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Sanggau.
5
 Kasus ini berawal dari 

tindakan Fedelis menanam ganja untuk keperluan pengobatan istrinya. 

Fedilis ditangkap atas kepemilikan 39 batang pohom ganja dirumahnya. 

Yang berdalih bahwa ganja tersebut digunakannya untuk pengobatan Yeni 

Riawati (istri dari Fidelis Arie Sudarwoto) yang mengidap penyakit 

Syringomyelia atau munculnya kista di sumsum tulang belakang. 

Fidelis Arie kemudian mencari pengobatan dengan segala cara, mulai 

dari upaya medis, alternatif, sampai „orang pintar‟ atau pengobatan 

tradisional. Tidak juga menemukan kesembuhan sang istri, telah 

mengantarkan Fedelis ke balik jeruji besi selam sekian bulan. 

Informasi penggunanaan ganja sebagai obat didapatkannya dari 

berbagai sumber, seperti media internet. Usaha Fidelis Arie akhirnya 

membuahkan hasil, informasi penggunaan ektrak ganja yang memiliki 

khasiat pengobatan penyakit istrinya. Istrinya Yeni diobati dengan ekstrak 

ganja yang ditanamnya di rumah. Rensponya positif, penyakit yang diderita 

istri Fedelis cenderung membaik. Kesehatannya lambat laun pulih dan 

memunculkan harapan. 

Tetapi harapan itu harus berakhir karena pada tanggal 19 Februari 

2017 Fidelis Arie ditangkap petugas BNN Kabupaten Sanggau. perbuatan 

tersebut Fidelis yang mengobati istrinya dengan ganja dinali sebagai 

tindakan pidana penyalahgunaan narkotika. Fedelis dihadiahi tuntutan Pasal 

(111) ayat (2) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Alhasil Fedelis 

harus mendekam di penjara dan istrinyapun meninggal dunia. Kasus ini telah 

menarik simpati publik atas penegakan hukum yang diterima oleh fedelis. 

                                                           
5
 Putusan Pengadilan Negeri Sanggau No. 111/Pid.Sus/2017/PN. SAG. Hlm. 61. 
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Setidaknya ada dua hal yang menarik perhatian publik terhadap kasus 

pindan yang dialami fedelis. Pertama, jenis narkotika yang dimiliki oleh 

terdakwa, ganja merupakan jenis narkotika golongan I yang dianggap 

sebagai tanaman yang mengandung zat adiktif dan dapat menimbulkan efek 

euphoria berlebihan. Beberapa negara di dunia melegalkan untuk keperluan 

pengobatan (medis). Seperti Negara Amerika, Belanda, Uruguay dan lain 

sebagainya.tidak hanya itu, berdasarkan keputusan WHO (World Health 

Organization) yang mendukung dilegalkannya ganja, WHO menilai ganja 

memiliki kandungan Cannabidiol (CBD) yang sangat baik bagi pengobatan.
6
 

Kedua, motif Fedelis menanam ganja yang bertujuan untuk 

melakukan pengobatan kepada Istrinya.  Publik menilai hal ini bertentangan 

dengan nilai kemanusiaan dan keadilan bagi fedelis. Meninggalnya istri 

fedilis seakan menjadi jawaban penegakan hukum yangn tidak berkeadilan. 

Keyakinan publik semakin kuat dengan putusan perkara Fidelis Arie 

terjadi perbedaan pendapat antara Majelis Hakim pada saat memvonis 

Fedelis. Vonis yang diterima Fedelis berada pada batas minimum tuntutan 

oleh jaksa penuntut umum (JPU). Tindakan Fidelis mengobati istrinya 

dengan ekstrak ganja menjadi pertimbangan hakim yang meringankan vonis 

terhadap Fedelis. Termasuk diantaranya, bukti hasil penyidikan yang 

mengatakan Fedelis negatif menggunakan Ganja. Artinya Fedelis benar-

benar menggunakan ganja sebagai pengobatan kepada istrinya. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul: “Politik Hukum Kesehatan (Studi Atas Putusan 

Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN SAG) Kalimantan 

                                                           
6
 “Keputusan Badan Kesehatan Dunia: Ganja Medis Legal dan Boleh Dikonsumsi 

Pasien”, http://intisari.grid.id/Intisari-News/Keputusan-Badan-Kesehatan-Dunia-Ganja-

Medis-Legal-Dan-Boleh-Dikonsumsi-Pasien?page=1 akses 20 April 2018. 

http://intisari.grid.id/Intisari-News/Keputusan-Badan-Kesehatan-Dunia-Ganja-Medis-Legal-Dan-Boleh-Dikonsumsi-Pasien?page=1
http://intisari.grid.id/Intisari-News/Keputusan-Badan-Kesehatan-Dunia-Ganja-Medis-Legal-Dan-Boleh-Dikonsumsi-Pasien?page=1
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Barat”. Penelitian ini digharapkan dapat menjadi pelajaran bagi publik. 

Terutama bagi para penegak hukum yang menangani kasus penyalagunaan 

narkotika. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan gambaran di atas, permasalahan yang dapat dirumuskan 

adalah sebagai berikut: 

1. Apa pertimbangan hakim menjatuhkan pemidanan terhadap terdakwa 

Fidelis Arie mengenai kepemilikan ganja di dalam putusan No. 

111/Pid.Sus/2017/PN. SAG Kalimantan Barat ? 

2. Apakah putusan Pegadilan Negeri Sanggau No. 

111/Pid.Sus/2017/PN. SAG Kalimantan Barat sudah sesuai politik 

hukum kesehatan ? 

C. Tujuan dan Kegunaan 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penulis mempunyai tujuan 

sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui dan menganalisa pertimbangan hakim dalam 

menjatuhkan pemidanaan terhadap terdakwa Fidelis Arie 

mengenai kepemilikan ganja. 

b. Untuk mengetahui dan menganalisa putusan hakim apakah 

telah sesuai poltik hukum kesehatan. 

a. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah: 

a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bermanfaat secara 

umum dan memperkaya ilmu hukum pada umumnya terutama 

dalam menyikapi permasalahan Narkotika dalam kerangka 

politik hukum kesehatan khususnya yang menyangkut 

mengenai permasalahan ganja di Indonesia. 



7 
 

b. Secara praktis, diharapkan dapat memberi informasi dan 

masukan kepada pihak lain yang berkaitan dengan penelitian 

ini. 

D. Telaah Pustaka 

Kajian dan penelitian yang berkaitan dengan penyalahgunaan 

narkotika khususnya politik hukum kesehatan dalam permasalahan ganja 

masih sangat jarang dibahas. Akan tetapi ada beberapa penelitian 

terdahulu yang ada kaitannya atau relevansinya dengan masalah pada 

penulisan ini. 

Untuk menghindari terjadinya kesamaan dalam pembahasan 

dengan penelitian yang sebelumnya, maka penulis akan memaparkan 

ulasan dan kajian yang telah dilakukan sebelumnya. 

Dalam karya tulis berupa skripsi karya Jahid Hanafi yang 

berjudul “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak 

Pidana Pecandu Narkotika (Studi Putusan Nomor: 402/Pid.Sus/2011/Pn. 

Yk)”, dalam skripsi ini lebih berfokus kepada ketentuan hukum tentang 

sanksi bagi pecandu narkotika serta pertimbangan hakim dalam 

menjatuhkan putusan tindak pidana pecandu narkotika.
7
 Perbedaan 

dalam skripsi ini dengan penelitian penulis adalah sanksi pecandu 

narkotika dan persamaannya adalah pertimbangan hakim dalam 

memutus atau menjatuhkan putusan. 

Dalam karya tulis yang kedua berupa skripsi karya Nurfi 

Usmianti yang berjudul “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan 

Putusan Perkara No. 97/Pid.Sus/2011/Pn. Btl Terhadap Anak Sebagai 

                                                           
7
 Jahid Hanafi, “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana 

Pecandu Narkotika (Studi Putusan Nomor: 402/Pid.Sus/2011/Pn. Yk)”, Skripsi, Universitas 

Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013, hlm 7. 
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Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Neferi Bantul 

Yogyakarta”.
8
 Perbedaan dalam skripsi ini dengan penelitian penulis 

adalah lebih berfokus mengakaji mengenai perlakuan yang diterapkan 

hakim di persidangan terhadap anak dan persamaannya dasar 

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana narkotika 

terhadap anak. 

Dalam karya tulis yang ketiga berupa skripsi karya Meidi Fariz 

Cito Wardhana yang berjudul “Analisis Yuridis Putusan Nomor 

111/Pid.Sus/2017/Pn. Sag Mengenai Pemidanaan Pelaku 

Pendayagunaan Ganja Sebagai Kepentingan Medis”.
9
 Perbedaan dalam 

skripsi ini dengan penelitian penulis adalah lebih fokus mengkaji 

pendayagunaan ganja kepentingan medis dan persamaannya 

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana. 

Dalam karya tulis yang keempat berupa skripsi karya Maria 

Isabel Tarigan yang berjudul “Perbuatan Memberikan Ganja Kepada 

Orang Lain Sebagai Alternatif Pengobatan Ditinjau Dari Sifat Melawan 

Hukum Dalam Hukum Pidana (Studi Kasus Fidelis Arie Sudewarto)”. 

Perbedaan dalam skripsi ini dengan penelitian penulis adalah lebih fokus 

mengkaji sifat melawan hukum perbuatan memberikan ganja sebagai 

alternatif pengobatan kepada orang lain yang dilakukan oleh Fidelis Arie 

                                                           
8
 Nurfi Usmianti, “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Perkara No. 

97/Pid.Sus/2011/Pn. Btl Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika di 

Pengadilan Neferi Bantul Yogyakarta”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, 2014, hlm. 6. 

9
 Meidi Fariz Cito Wardhana, ”Analisis Yuridis Putusan Nomor 

111/Pid.Sus/2017/Pn. Sag Mengenai Pemidanaan Pelaku Pendayagunaan Ganja Sebagai 

Kepentingan Medis”, Skripsi, Universitas Brawijaya Malang, 2018, hlm. 7. 
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Suderwato dan persamaannya adalah pertimbangan hukum yang 

diberikan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Sanggau.
10

 

E. Kerangka Teori 

1. Teori Pemidanaan 

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga 

tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata pidana pada umumnya 

diartikan sebagai hukum, sedangkan pemidanaan diartikan sebagai 

penghukuman. 

Mengenai tujuan pemidanaan ini pada prinsipnya ada berbagai teori 

pemidanaan. Adapun tiga teori pemidanaan yang dijadikan alasan pembenar 

penjatuhan pidana adalah sebagai berikut: 

a. Teori absolut atau teori pembalasan (retributive/vergeldings theotieen) 

Teori absolut dikenal dengan dengan teori mutlak, teori imbalan atau 

atau teori pembalasan. Teori ini merupakan teori yang menekankan pada 

pembalasan terhadap orang yang melanggar atau melakukakn kejahatan. 

Menurut Hegel dalam bukunya Muladi dan Barda Nawawi,
11

 berpendapat 

bahwa pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya 

kejahatan. 

b. Teori Relatif atau teori tujuan (doeltheoriem). 

Teori relatif merupakan teori yang dikenal dengan nama teori nisbi 

menjadikan dasar penjatuhan hukuman pada tujuan dan maksud hukuman 

sehingga ditemukan manfaat dari suatu penghukuman. Menurut Andi 

                                                           
10

 Maria Isabel Tarigan, “Perbuatan Memberikan Ganja Kepada Orang Lain 

Sebagai Alternatif Pengobatan Ditinjau Dari Sifat Melawan Hukum Dalam Hukum Pidana 

(Studi Kasus Fidelis Arie Sudewarto)”, Skripsi, Universitas Indonesia, 2018, hlm. 18. 

11
 Muladi dan Barda Nawawi, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung: 

Alumni, 2010, hlm. 12. 
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Hamzah
12

, teori ini berprinsip penjatuhan pidana guna menyelenggarakan 

tertib masyarakat yang bertujuan membentuk suatu prevensi kejahatan. 

Wujud pidana ini berbeda-beda: menakutkan, memperbaiki, atau 

mebinasakan. Lalu dibedakan prevensi umum dan khusus. Prevensi umum 

menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan delik. 

c. Teori gabungan (verenigingstheorien) 

Teori gabungan merupakan gabungan dari kedua teori tersebut. 

Dalam teori ini, unsur pembalasan maupun pertahanan ketertiban masyarakat 

tidak dapat dipisahkan antara kedua teori tersebut atau teori gabungan yang 

memposisikan seimbang antara pembalasan dan pertahanan ketertiban 

masyarakat. 

2. Narkotika dan Obat-obatan Terlarang 

Dasar hukum yang mengatur tentang narkotika yaitu diperkuat 

dengan disahkannya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang 

Narkotika. Undang-Undang ini bertujuan untuk mewujudkan masyarakat 

Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai 

salah satu modal pembangunan nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan 

secara terus-menerus, termasuk derajat kesehatannya.  

Bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia 

Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan 

upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara 

lain dengan mengusahakan ketersediaan Narkotika jenis tertentu yang sangat 

dibutuhkan sebagai obat serta melakukan pencegahan dan pemberantasan 

                                                           
12

 Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta:Rineka Cipta, 1994, hlm. 34. 
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bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor 

Narkotika.  

Bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang 

bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan 

pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan 

ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau 

digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama.
13

 

Secara sederhana yang dimaksud dengan Narkotika adalah suatu 

kelompok zat yang dimasukkan dalam tubuh maka akan membawa pengaruh 

terhadap tubuh yang bersifat: 

 

 

 

1. Menenangkan 

2. Merangsang 

3. Menimbulkan halusinasi 

Secara Etimologi narkotika berasal dari kata “Narkoties” yang sama 

artinya dengan kata “Narcosis” yang berarti membius.
14

 Berdasarkan 

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pengertian narkotika 

adalah: 

 -Pasal 1 ayat (1) 

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari 

tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun 

semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau 

                                                           
13

 Konsideren Pertimbangan Undang-undang No 35 Tahun 2009. 

14
 Muhammad Taufik, dkk, Tindak Pidana Narkotika, Jakarta: Ghalia Indonesia, 

2005,  hlm. 21. 
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perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai 

menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan 

ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan 

sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.” 

3. Politik Hukum Kesehatan 

Semenjak Indonesia merdeka hingga reformasi bangsa Indonesia 

belum memiliki sistem yang murni bersumber dari nilai-nilai sosial budaya 

bangsa Indonesia sendiri tetapi memanfaatkan peraturan perundang-

undangan peninggalan pemerintah kolonial Belanda. Kendati demikian 

upaya pembenahan hingga saat ini senantiasa dilakukan dengan cara 

memperbaiki, mengganti atau menyempurnakan Pasal-pasal dalam UUD 

1945.
15

 

 

 

a. Politik Hukum  

Setiap negara terdapat poltik hukum yang perannya sebagai kebijakan 

dasar bagi penyelenggara negara untuk menentukan arah, bentuk maupun 

isi hukum yang akan dibentuk. Sebagaimana pengertian poltik hukum 

menurut Padmo Wahjono dengan mengatakan bahwa politik hukum 

adalah kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan 

kriteria untuk menghukumkan sesuatu yang di dalamnya mencakup 

pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum.
16

 

                                                           
15

 Frenki, Politik Hukum Dan Perannya Dalam Pembangunan Hukum Di Indonesia 

Pasca Reformasi, hlm. 1. 

16
 Padmo Wahjono, Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum, Jakarta: Ghalia 

Indonseia, 1986, hlm. 160. 
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Indonesia nampaknya berada pada posisi negara yang menyusun 

politik hukumnya secara sistematis dan terprogram, baik karena alasan 

dari negara negara jajahan menjadi merdeka maupun alasan idiologis 

amanat rechtsidea yaitu cita hukum yang termuat dalam konstitusi dan 

pembukaan UUD 1945. Ada kehendak bahkan kebutuhan untuk terus 

memperbaiki, mengganti atau menyempurnakan hukum-hukum 

peninggalan kolonial dengan hukum yang baru. 

b. Hukum Kesehatan 

Upaya peningkatan kualitas hidup manusia di bidang kesehatan 

merupakan suatu usaha yang sangat luas dan menyeluruh, usaha tersebut 

meliputi peningkatan kesehatan masyarakat baik fisik maupun non fisik. 

Di dalam sistem kesehatan nasional disebutkan, bahwa kesehatan 

menyangkut semua segi kehidupan yang ruang lingkup dan 

jangkauannya sangat luas dan kompleks. Hal ini sesuai dengan 

pengertian kesehatan yang diberikan oleh dunia Internasional sebagai 

berikut: A state of complete physical, mental, and social, well being and 

not merely the absence of deseaseor infirmity.
17

 

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 

tentang Kesehatan diesbutkan bahwa kesehatan adalah keadaan sehat, 

baik secara fisik, mental, spiritual maupun yang memungkinkan setiap 

orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
18

 

Leenen memberikan batasan hukum kesehatan, sebagai: seluruh 

ketentuan hukum yang langsung berhubungan dengan bidang 

                                                           
17

 Koeswadji, Hukum dan Masalah Medik, Surabaya: Airlangga University, 1984,      

hlm. 17. 

18
 Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 

tentang Kesehatan. 
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pemeliharaan kesehatan dan ketentuan-ketentuan dari bidang-bidang 

hukum lain seperti hukum pidana, perdata dan administrasi yang dapat 

diterapkan dalam hubungannya dengan pemeliharan kesehatan; di 

samping itu pedoman internasional, hukum kebiasan dan juriprudensi 

yang ada kaitannya dengan pemeliharaan kesehatan; juga hukum 

otonom, ilmu dan literatur, merupakan sumber hukum kesehatan.
19

 

F. Metode Penelitian 

 Metode merupakan langkah-langkah praktis dan sistematis yang ada 

dalam ilmu-ilmu tertentu yang sudah dipertanyakan lagi karena sudah 

bersifat aplikatif. Metode dalam suatu ilmu dianggap sudah bisa 

mengantarkan seseorang mencapai kebenaran dalam ilmu tersebut.
20

 

Maka, Untuk mencapai apa yang diharapkan dengan tepat terarah 

dalam penelitian, penulis menggunakan metode peneletian sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Dokumen Literer. 

Dokumen literer mengacu pada dokumen yang tercetak dan atau terekam 

misalnya buku, majalah, kaset, peta dan sejenisnya.
21

 

 Karena fokus dalam penelitian ini adalah untuk menelaah norma-

norma atau aturan yang berlaku dan putusan hakim menjatuhkan pemidanaan 

terkait kepemilikan ganja dalam politik hukum kesehatan, sehingga norma 

hukum adalah objek penelitian yang utama. 

                                                           
19

 Leenen, Pelayanan Kesehatan dan Hukum, (dalam) Danny Wiradharma, Hukum 

Kedokteran, Binarupa Aksara, Jakarta, 1996, hlm. 27. 

20
 Istilah “metode” dari kata method, yang jalan ke. Akan tetapi pada lazimnya 

metode diformulasikan dengan kemungkinan arti sebagai berikut: (1) suatu tipe pemikiran 

yang digunakan dalam penelitian dan penilaian, (2) suatu teknik yang umum bagi Ilmu 

pengetahuan, (3) cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur. Soerjono Soekanto, 

Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UII Press, 1984), hlm. 5. 

21
 Purwono, Konsep dan Definisi Dokumentasi, Modul, hlm. 7. 
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2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan Deskriptif 

Analisis. Deskriptif analisis menurut Sugiono adalah suatu metode yang 

memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel 

yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan 

membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.
22

 

3. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

Yuridis Empiris yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa 

yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat, dengan maksud untuk 

mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan. Setelah 

data terkumpul kemudian diidentifikasi yang pada akhirnya menuju 

penyelesaian masalah.
23

 

4. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan 

perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan 

perundang-undangan dan putusan hakim.
24

 

                                                           
22

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung: 

Alfabeta, 2009, hlm. 29. 

23
 Bambang Arikunto, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta, Sinar Grafika 

2002, hlm. 15-16. 

24
 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana Prenada Group, 

2011, hlm. 141. 
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5. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku 

teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-

pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.
25

 

Bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi buku-buku ilmiah 

dibidang hukum, makalah-makalah, jurnal ilmiah, dan artikel ilmiah. 

G. Sistematika Pembahasan 

 Agar dapat memberikan gambaran mengenai isi dari penelitian ini. 

Maka, peneliti membagi penyusunan skripsi ini menjadi lima bab, yaitu: 

 Bab I berisi mengenai pendahuluan, dalam bab ini memberikan 

penjelasan secara umum. Selain itu juga diuraikan rumusan masalah dan 

lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teori, 

metode penelitian dan sistematika pembahasan. 

 Bab II Tinjauan Umum Politik Hukum Kesehatan, Tindak Pidana 

Narkotika Dan Ganja. Bab ini menguraikan lebih jelas mengenai pengertian 

tentang politik hukum kesehatan, tindak pidana narkotika dan ganja. 

 Bab III Tinjauan Atas Putusan Pengadilan Negeri Sanggau No. 

111/Pid.Sus/2017PN.Sag, bab ini berisi mengulas pihak yang berperkara, 

duduk perkara, dakwaan, keterangan saksi, tuntutan jaksa penutut umum, 

pembelaan penasihat hukum, dan putusan hakim. 

 Bab IV Analisis Dan Pembahasan Atas Ketentuan Pemidanaan 

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sanggau No. 111/Pid.Sus/2017/PN.SAG 

Kalimantan Barat, bab ini merupakan analisa pertimbangan putusan hakim 

dan ketentuan politik hukum kesehatan di Indonesia. 

                                                           
25

 Ibid, hlm. 142. 
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 Bab V Penutup, bab ini berisi tentang kesimpulan yang merupakan 

hasil dari analisis dalam pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya dan 

berisi saran-saran dari hasil penelitian. 
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BAB V  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan 

pada bagian sebelumnya, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dalam pertimbangan putusan pemidanaan perkara terdakwa Fidelis 

Arie, Majelis Hakim memvonis dengan pidana penjara dan denda. 

Pidana penjara oleh Majelis Hakim dengan berasaskan Keadilan 

Hukum. Majelis Hakim memidanakan Fidelis bukan untuk 

pembalasan apa yang ia perbuat, melainkan untuk memberikan 

sarana edukasi terhadap Fidelis agar tidak mengulangi perbuatannya 

tersebut dalam bermasyarakat dan mampu bersikap lebih bijaksana. 

Akan tetapi Majelis Hakim tidak mempertimbangkan untuk 

mendahulukan nilai asas kemanfaatan. Karena asas kemanfaatan 

bertujuan untuk memberikan kebahagiaan dan kemanfaatan bagi 

masyarakat. 

2. Putusan hukuman terhadap Fidelis tidak sesuai dengan semangat nilai 

atau cita-cita politik hukum kesehatan di Indonesia, diantaranya 

adalah: 

a. Dalam pembukaan World Health Organization (WHO) 

Constitution yang berbunyi: “The enjoyment of the highest 

attainable standard of health is one of the fundamental rights 

of every human being without distinction of race, religion, 

political belief, economic or social conditions”.  Dengan 

demikian hak atas kesehatan sebagai salah hak dasar yang 

dimiliki oleh setiap individu harus dihormati dan dipenuhi 

hak oleh negara. 
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b. Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Pasal (25) 

ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas taraf 

hidup yang memadai untuk kesehatan atas pangan, pakaian, 

perumahan, dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial 

yang diperlukan. 

c. Dalam Pasal (20), Pasal (28H) ayat (1), dan Pasal (34) ayat 

(3),  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 tertera jelas bahwa warga negara hak atas 

lingkungan yang sehat dan memperoleh pelayanan kesehatan. 

d. Dalam Konsideran pertimbangan huruf  a UU No. 36 Tahun 

2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa kesehatan 

merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur 

kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai cita-cita bangsa 

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. 

e. Pasal (1) ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

menyatakan bahwa kesehatan adalah keadaan sehat, baik 

secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkin 

setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan 

ekonomis. 

f. Pasal (1) ayat (9) menyatakan bahwa Obat tradisional adalah 

bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, 

bahan hewan, bahan mineral, sedia sarian (galenik), atau 

campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah 

digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai 

dengan norma yang berlaku di masyarakat. Pasal (1) ayat (19) 
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Pelayanan kesehatan tradisional adalah pengobatan dan/atau 

perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada 

pengalaman dan keterampilan turun temurun secara empiris 

yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai 

dengan norma yang berlaku di masyarakat. 

g. Pasal (4) meyatakan bahwa setiap orang berhak atas 

kesehatan. Dan Pasal (5) ayat (1) menyatakan bahwa setiap 

orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses 

atas sumber daya di bidang kesehatan. Pasal (5) ayat (2) 

menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak dalam 

memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan 

terjangkau. Selanjutnya Pasal (5) ayat (3) menyatakan bahwa 

setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab 

menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan 

baginya. 

B. Saran 

Beberapa saran yang dapat diberikan berkaitan dengan permasalahan 

yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 

1. Pemerintah segera melakukan kebijakan sesuai dengan jati bangsa ini, 

salahsatunya merevisi Undang-Undang Narkotika dengan 

mengeluarkan Ganja dari golongan narkotika. Tentu dibarengi dengan 

dilakukannya riset agar dapat mengobati  penyakit tertentu yang 

hingga kini belum ada obatnya. Harapannya agar tidak ada lagi kasus 

yang sama terulang kembali. 

2. Pemerintah sudah seharusnya melakukan kebijakan berdasarkan 

berbasis riset ilmiah dan kedisiplinan ilmu lainnya. Selain itu secara 
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instens dan terbuka mensosialisasikan permasalahan narkotika baik 

dalam bentuk penyalahgunaan, pencegahan, pemberantasan, 

peredaran gelap narkotika demi generasi penerus yang sehat dan 

sejahtera. 

3. Masyarakat seharusnya proaktif dalam perkembangan maupun 

kemajuan ilmu pengetahuan dan infomasi terkait Narkotika khususnya 

Ganja. Dan resposif mencari tahu permasalahan Narkotika yang 

sebenarnya. Agar program pemerintah dalam hal mencegah dan 

memberantas penyalahguna narkotika berjalan efektif dan tepat 

sasaran. 
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